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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

۰ Surah Al-Hadid [57:4] : 

 وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ   
“... And He is with you wherever you are.” 

 

۰Surah Asy-Syarh [94:6] : 

نَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْر  إِ     

“...Indeed with hardship comes ease.” 

 

 

۰  “It’s ok to make mistake, as long as you  

don’t keep repeating them “ – Jessie J. 

 

 

۰Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

▪ Keluarga Tercinta 

▪ Sahabat dan Teman 
Seperjuangan 

▪ Almamater 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk individual yang berhakikat sosial. Artinya makhluk 

individu tersebut hanya bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial atau 

kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki berbagai 

kepentingan yang berbeda-beda. Kehidupan bermasyarakat ini dilakukan oleh 

manusia dengan berelasi atau berhubungan dan berkomunikasi. Hal ini dicerminkan 

dengan saling bekerjasama antar mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya. Untuk mengikat para pihak yang melakukan kerjasama, maka dibuatlah 

suatu perjanjian.  

Definisi Perjanjian dimuat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu, Suatu 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian 

merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di 

mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.1

 
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta:PT. Intermasa, 2001), hlm. 36. 
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Dengan adanya suatu perjanjian, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian ini sering juga disebut sebagai Prestasi. Dalam 

pasal 1234 KUHPerdata, disebutkan prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian pihak yang wajib untuk 

melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor, dapat menentukan terlebih dahulu, dengan 

menyesuaikan pada kemapuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan 

hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, dimana, dan bagaimana ia 

akan melakukan prestasinya tersebut.2 

Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Hal ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata  mengenai Asas Pacta 

Sunt Servanda yang menyebutkan, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena itulah, bagi para pihak yang telah 

mengikatkan dirinya kepada pihak lain wajib mentaati dan  melaksanakan apa yang telah 

mereka perjanjikan.  

Ketaatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan 

bahagian dari penegakan asas pacta sunt servanda.3 Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan 

Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-

Undang maupun perjanjian.4 

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum. Sendi ini dikenal sebagai Asas 

 
2 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm.14. 
3 Muhammad Sjaiful, Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis 

Syariah,Vol. 15. No.1 Mei 2015, hlm.69. 
4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm.59. 
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Kebebasan Berkontrak.5 Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak memperbolehkan para 

pihak untuk menyusun dan membuat perjanjian yang memuat kewajiban apa saja sepanjang 

prestasi tersebut bukanlah perbuatan terlarang. Hal-hal atau klausul yang termuat di dalam 

perjanjian merupakan wujud dari Asas Kebebasan Berkontrak. Menurut Agus Yudha 

Hernoko dengan mengutip Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas kebebasan berkontrak 

menyatakan seseorang pada umumnya memiliki pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.6 

Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu dasar utama dalam melakukan 

perjanjian. Asas ini diterapkan dalam berbagai jenis perjanjian, termasuk Perjanjian Berbasis 

Syariah. Perjanjian berbasis syariah merupakan sebuah perjanjian yang lahir dari 

nomenklatur hukum Islam, sebab itu desain perjanjian ini sudah pasti harus merujuk kepada 

penormaan yang bersumber dari sumber-sumber hukum yang diakui otoritasnya dalam Islam 

yaitu Al-qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.7 Menurut terminologi fuqaha’, kata 

syariat dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah 

kepada hamba-Nya melalui lisan seorang Rasul. 

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam 

beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:8 

a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; 

b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 

c. bebas menentukan isi atau klausula perjanjian; 

d. bebas menentukan bentuk perjanjian; 

e. bebas menentukan hukum yang digunakan; dan 

 
5Rini Pamungkasih, 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak), (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), 

hlm.9-10. 
6Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian(Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial),(Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup,2013), hlm. 13. 

7Muhammad Sjaiful, Op.Cit, hlm.70 
8Ahmadi Miru,  Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.9-10. 
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f. kebebasan-kebebasan lainnya. 

Dalam perjanjian berbasis syariah, asas kebebasan berkontrak disebut sebagai Mabda’ 

Hurriyah at-ta’aqud. Sama halnya dengan konsep asas kebebasan berkontrak, Islam 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Bentuk dan isi 

perjanjian tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan 

isinya, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus 

dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Perjanjian 

tersebut boleh dilaksanakan Sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam. Menurut 

Faturrahman Djamil bahwa, “Syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang 

yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya 

adalah ajaran agama”. Dalam QS.Al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya “Hai orang-

orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian”. 

Di Indonesia perkembangan perjanjian berbasis syariah turut berkembang seiring 

dengan perkembangan ekonomi Indonesia melalui Perbankan Syariah dan Lembaga 

Keuangan Syariah. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai perkembangan lebih lanjut Sistem 

Ekonomi Syariah, yang merupakan salah satu sistem perekonomian yang mampu 

menyelamatkan perekonomian global. Sistem Ekonomi Syariah menggunakan prinsip 

keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan. Pengaturan Sistem Ekonomi syariah sendiri telah 

dimuat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia terbentuk karena diperlukannya 

aturan yang lebih rinci sebagai acuan para Hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia dengan Hukum Islam sebagai 

landasan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku setelah diterbitkannya Peraturan 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008 yang menginstruksikan para Hakim dalam 

lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di 

bidang sengketa Ekonomi Syariah agar mempedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). 

Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus 

menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pengertian Ekonomi Syariah sendiri dimuat 

dalam Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal pada Pasal 1 angka 1 KHES yang 

menyebutkan, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 

perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum 

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan 

prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut beragam, dari segi cabang dan bentuk-bentuk 

amal praktis, namun semuanya bermuara pada satu sumber yaitu Allah.SWT. Dialah sumber 

semua syariat. Selain itu, semua syariat ini tujuannya adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah. 

Al-Qur’an telah menceritakan semua umat memiliki syariat, ibadah dan amalnya sendiri.9 

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah 

diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara 

pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan 

akad. Kontrak syariah adalah perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah ialah suatu 

kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang 

memiliki implikasi hukum yang mengikat.10 Di KHES pengertian akad terdapat pada Buku II 

 
9Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm.15. 
10Salis Ainun Habibah, Teori dan Asas Hukum dalam Kontrak Syariah, 

https://www.kompasiana.com/salisainunhabibah/5c5fdd9b677ffb65df2a0542/teori-dan-asas-asas-hukum-dalam-

kontrak-syariah?page=all,diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 21.41 WIB 

https://www.kompasiana.com/salisainunhabibah/5c5fdd9b677ffb65df2a0542/teori-dan-asas-asas-hukum-dalam-kontrak-syariah?page=all
https://www.kompasiana.com/salisainunhabibah/5c5fdd9b677ffb65df2a0542/teori-dan-asas-asas-hukum-dalam-kontrak-syariah?page=all
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tentang Akad dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, Akad adalah kesepakatan dalam suatu 

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu. 

Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya 

dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan 

syari’ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.11 Karena semakin pesatnya 

kemajuan dari Sistem Ekonomi Syariah ini, maka masyarakat harus lebih paham mengenai 

Perjanjian Berbasis Syariah. 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

skripsi ANALISISPERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM 

PERJANJIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN PERJANJIAN MENURUT KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan rumusan masalah: 

1. Apakah Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah 

dalam persepektif KUHPerdata di Indonesia? 

2. Bagaimana Komparasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis 

Syariah dengan KUHPerdata? 

 
11Rahmani Timorita Yuliani, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah, Vol. II, 

No.1, Juli 2008, hlm.92-93. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian 

berbasis Syariah dalam persepektif KUHPerdata di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Komparasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis 

Syariah dengan KUHPerdata. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan 

bagi akademisi maupun masyarakat mengenai  Asas Kebebasan Berkontrak dalam 

Perjanjian Berbasis Syariah. 

b. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai teori ilmu hukum mengenai perjanjian berbasis syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi 

hukum,akademisi dan masyarakat pada umumnya mengenai  Asas Kebebasan 

Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah. 

b. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi 

karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan 

penelitian hukum. 

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk menunjang agar penulisan skipsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

judul penulisan maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada perbandingan 
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asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah dengan perjanjian menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.  

 

F. Kerangka Teori 

Dalam penulisan sebuah penelitian diperlukan suatu kerangka teori yang dimaksudkan 

untuk memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai 

suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan 

teoritis.12 Fungsi teori sangat penting, teori memberikan saran untuk dapat merangkum serta 

memberikan saran untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan 

lebih baik. Dalam penulisan ini digunakan bebrapa teori, yaitu: 

1. Teori Perjanjian 

Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini 

menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek 

yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu. 

 Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan 

khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian perjanjian 

sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Selain dari, beberapa ahli memberikan 

definisi mengenai perjanjian, diantaranya: 

a. Prof.R.Subekti 

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini 

 
12M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm.80. 
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timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan 

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, 

dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suau rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.13 

b. Abdulkadir Muhammad, S.H. 

Suatu perjanjian dengan mana dua orang lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.14 

c.  Prof. Purwahid Patrik 

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari 

peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-

orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak 

atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal 

balik.15 

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat 

beberapa unsur yaitu: 

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan 

hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan. 

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. 

 
13Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta:PT.Intermasa, 2002), hlm.1. 
14Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung:Alumni,1982), hlm.78. 
15Muchlisin Riadi, Teori Perjanjian, https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html , 

diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 21.10 WIB 

https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html
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4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihakpihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.  

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan 

secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan 

bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan 

bukti yang kuat. 

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu Bagian inti atau pokok perjanjian dan 

Bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut essensialia dan bagian yang tidak pokok 

disebut naturalia dan aksidentalia. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai unsur-unsur 

dari perjanjian. Essensialia merupakan bagian pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, 

karna jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi 

syarat. Naturalia, yaitu bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang 

bersifat mengatur. Aksidentalia merupakan bagian tambahan dari perjanjian. 

Dengan demikian teori yang akan dijadikan landasan dalam skripsi ini adalah teori-

teori yang meliputi asas-asas dalam perjanjian. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Dalam Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita 

hukum yang harus ada, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), 

dan kemanfaatan (zwesmasigkeit). Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum itu sendiri. 

Kepastian hukum  bersifat untuk membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Teori ini 

sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 

Kepastian hukum sendiri memiliki arti adanya kepastian daripada suatu aturan hukum 

dan aturan hukum tersebut haruslah dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan jati diri 

dan maknanya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
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Utrech berpendapat mengenai kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu 

(a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan (b) berupa keamanan hukum bagi individu dapat 

mengetahui apa saja yang bisa dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.16 

Adapun beberapa ahli mendefinisikan kepastian hukum yaitu : 

 

 

 

 

a. Achmad Ali  

Kepastian Hukum yaitu memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan hanya 

berupa kumpulan-kumpulan aturan hukum, yang mengandung norma-norma, dan asas-asas.17 

b. Gustav Radbruch 

Memberikan dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum 

dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas 

hukum lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian 

dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyaknya undang-undang, dan undang-undang 

tersebut dibua berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalm undang-undang 

tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. 

c. Soerjono Soekanto 

Kepastian Hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau 

kaedah-kaedah yang berlaku umum supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam 

masyarakat.18 

 
16Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, (Jakarta: Puspantara, 2017), 

hlm.22. 
17Achmad Ali, Menguak Teori Hukum daan Teori Pengadilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, 

(Jakarta: Kencana, 2012), hlm.284 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum atau legal research berarti penemuan kembali secara teliti dan 

cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.19Sedangkan 

metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.  

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.20 Penelitian Yuridis Normatif 

dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai 

aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 

konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat 

suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.21 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan 

yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.22 Peneliti 

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari 

jawabannya dengan melakukan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa pendekatan penelitian, antara lain: 

 
18Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia 

(Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), (Jakarta: UI Press,1999), hlm.55. 
19I Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 

(Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.1. 
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm.102. 
22I Made Pasek Diantha, Op.Cit, hlm.156. 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi 

dan regulasi.23 Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah serta 

mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang di teliti. Peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan 

perundang-undangan yang diacunya, sebagai syarat dari pendekatan perundang-undangan. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun konsep untuk dijadikan acuan di 

dalam penelitian. Dalam membangun konsep, ialah dengan meneliti dan menelaah 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu 

merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang secara eksplisit berasal dari undang-undang.24 

 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu 

ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapatmemahami 

perubahan-perubahan dan perkembangan filosofi-filosofi yang melandasi aturan hukum 

tersebut.25 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (primary law 

 
23Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum:Edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2011),  hlm. 137. 

 
24Ibid, hlm.146.  
25Ibid,hlm.166. 
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material) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.26 Atau dapat 

dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan 

oleh negara, yaitu : 

1. Al-Qur’an dan Hadits 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah  bahan-bahan yang dapat membantu 

dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekuner dapat 

berupa karya ilmiah dan penelitian-penelitian para ahli hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan 

memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.  

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan metode libraryresearch yaitu 

pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan 

masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini 

dikumpulkan melalaui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopediam 

 
26 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.47. 
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tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus 

yang beruhubungan dengan masalah yang diteliti. 27 

 

 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai 

kejelasan masalah yang akan dibahas dengan menekankan dilakukan terhadap data sekunder. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara 

berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.28Menurut Jhony Ibrahim, 

Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari 

sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu 

ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.29 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 Bab, uraian Bab-Bab tersebut adalah: 

 
27Johhny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta: Bayumedia Publishing, 

2005), hlm 241-242 
28 Surakhmad Winarmo, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik. (Bandung: Tarsio, 1994), 

hlm.17. 
29 Jhony Ibrahim,  Op.Cit, hlm.300. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Di dalam bab ini menyajikan pembahasan secara umum dan khusus tentang hal 

mengenai perjanjian serta pengertian perjanjian berbasis syariah menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) dan sumber-sumber lainnya. Serta menyajikan pembahasan secara 

umum mengenai Asas, terutama Asas Kebebasan Berkontrak. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian mengenai 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

BAB IV PENUTUP 

 Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil 

penelitian. 

- Daftar Pustaka 

- Lampiran 
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